PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

G

BUPATI KAYONG UTARA,

bahwa dalam menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib
pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi
dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait
dalam pengelolaan barang milik daerah;

bahwa pengelolaan barang milik daerah perlu memperhatikan asas
fungsional, kepastian hukum, trasparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan asas
kepastian nilai;

bahwa untuk melaksanakan pasal 81 Peraturan Pemermtah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

15. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.

Dengan Persetuyjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi1 yang dimaksud dengan :

p—

Bupati adalah Bupati Kayong Utara ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara ;

4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibel atau diperoleh atas beban APBD atau
Berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
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10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan betanggungJawab menetapkan kebijakan
dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah ;

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah ;
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi
yang dimilikinya terdirt dart penilai internal dan penilai eksternal ;

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna
barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya ;
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan barang yang sedang
berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang ;

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan
menatausahakan baranag milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang
bersangkutan ;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam
pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak
mengubah status kepemilikan ;

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai ;

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
pengelola barang ;

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
Jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan
daerah dan sumber pembiayaan lainnya;

. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut faislitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu ;

Bangun serah guna adalam pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati ;

Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dar daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dar1 pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan
/ atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya ;

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut
dar1 penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal
pemerintah ;

Penatausahaan adalah rangkaian keglatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan barang milik daerah ;

Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini
nilal atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik
daerah ;

. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data

barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang ;

. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang

memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang ;

. Pihak lain adalah pihak-pihak selain satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

(1) Barang milik daerah meliputi :

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ;



b.

Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya ;

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak ;

Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undang ; atau

Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan
hukum tetap.

Pasal 3

(1) Pengelola barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(2) Pengelolan barang milik daerah meliputi :

a.

b.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;
Pengadaan ;

Penggunaan ;

Pemanfaatan ;

Pengamanan dan pemeliharaan ;

Penilaian ;

Penghapusan ;

Pemindahtanganan ;

Penatausahaan ;

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 4

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :

a.

~ooT

f.

Menetapkan kebyjakan pengelolaan barang milik daerah ;

Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
Menetapkan kebpjakan pengamanan barang milik daerah ;

Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
DPRD ;

Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas
kewenangannya ;

Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.

(3) Sekretaris Daerah adalah pegelola barang milik daerah.
(4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :

a.
b.

C.

d.

Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah ;

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah ;

Meneliti dan menyetujul rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik
daerah ;

Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemidahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD ;

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan mventarisasi barang milik daerah ;

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua
Pengguna Baranag / Kuasas Pengguna Barang
Pasal 5

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang milik daerah.
(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggungjawab :



a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya ;

b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lamnya yang sah ;

¢. Melakukan pencatatatan dan mventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya ;

d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penugasannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penugasannya ;

f.  Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah
dan bangunan ;

g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
kepada Bupati melalui pengelola barang ;

h. Melakukan pengawasan dan pengendalaian atau penggunaan barang milik daerah yang ada
dalam penugasannya ;

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penugasannya kepada
pengelola barang.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 6

(I) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperhatikan ketersedian barang milik daerah yang
ada.

(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

(3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh
pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Pasal 7

(1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa
pengguna barang yang berada dibawah lingkungannya.

(2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada
pengelola barang.

(3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan
data barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

BAB IV
PENGADAAN
Pasal 8

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efekttf,
transparan dan terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 9

(1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuar dengan peraturan Perundang-
undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaaan barang milik daerah selain
tanah diatur dengan Peraturan Bupati.



